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Nomor
Lampiran
Perihal

Kepada Yth.

Surabaya, 31 Maret 2026

- 0556/K/FISIP/I/2026
: 1 (satu) berkas Proposal
: Permohonan ljin Observasi

: Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo

JI. Raya Candi No. 107, Kec. Candi, Kab. Sidoarjo, Jawa Timur 61271

Dengan hormat.

Sehubungan dengan pemenuhan data sebagai syarat menyelesaikan mata kuliah Skripsi
pada Program Studi llmu Administrasi Negara, Fakultas llmu Sosial dan llmu Politik
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya dengan observasi dan wawancara.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka bersama ini kami mohon perkenan Bapak/lbu
untuk memberikan ijin dan bantuan kepada mahasiswa di bawah ini:

No. Nama dan NIM Alamat No. Tlp

1. | Agung Firdaus Wicaksono | Trosobo RT. 04 RW. 04, 085856357541
(1112200041) Sidoarjo

Guna melakukan pengambilan data di:
“Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo*

Dengan Judul Skripsi: “Partisipasi Masyarakat Pada Program Pengujian Emisi
Kendaraan Bermotor No. 7 Tahun 2020: Studi Kasus Di Kabupaten Sidoarjo”.

Demikian permohonan kami, atas perhatian serta kerjasamanya disampaikan terima kasih.
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Website : bakesbangpol.sidoarjokab.go.id
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Sifat : Biasa/ Terbuka

Lampiran : -

Hal . Rekomendasi Penelitian/Survey/Kegiatan

An. Sdr. Agung Firdaus Wicaksono

Yth : Kepada. Sdr. Kepala Dinas Perhubungan

Kabupaten Sidoarjo
di
SIDOARJO

Berdasarkan Surat dari Dekan Fakultas llmu Sosial dan limu Politik Universitas
17 Agustus 1945 Surabaya, Nomor:0556/K/FISIP/IIN2026 Tanggal 31 Maret 2026
Perihal Permohonan Rekomendasi Penelitian /Survey / Kegiatan / Pkl / Kkn /
Magang/ Ojt, Maka Bersama Ini Kami Hadapkan:

Nama

Tempat / tgl Lahir
Pekerjaan
Alamat

Instansi

NIP/NIM
Judul

Pembimbing/Penanggungjawab
Peserta

Bidang

Tujuan

Waktu

Telephone/Hp

Email

Untuk melakukan

sebagai berikut :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati Peraturan dan Tata Tertib di Daerah

. 06/04/2026

Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan
Instansi/Wilayah Saudara guna kepentingan studi, dengan syarat-syarat/ketentuan

Agung Firdaus Wicaksono

Sidoarjo, 29 Oktober 2003

Pelajar/Mahasiswa

Desa Trosobo RT 04 RW 04 Kec Taman Kab
Sidoarjo

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
1112200041

PARTISIPASI MASYARAKAT PADA
PROGRAM PENGUJIAN EMISI
KENDARAAN BERMOTOR PERDA NO. 70
TAHUN 2020 STUDI KASUS DI
KABUPATEN SIDOARJO JAWA TIMUR

Rizkya Dwijayanti, S.IP, M.IP

. Agung Firdaus Wicaksono

Sosial

Penelitian / Wawancara

s/d: 27/04/2026
085856357541
agungfw239@gmail.com

setempat/Lokasi Penelitian/Survey/PKL/KKN/Magang/Kegiatan.

2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat

mengganggu kestabilan keamaan dan ketertiban didaerah/lokasi.

3. Yang bersangkutan diberi tugas sesuai relevansinya dengan mata kuliah/pelajaran di

sekolah/perguruan tinggi.

Dokumen ini tefah

o sertifikat
yang deedtilkan oleh Bal Besar Sortfikasi Elektranik (8 S/E), Badan Siber dan Sand Negara.

di
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4. Wajib melaporkan hasil Penelitian ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Siodarjo dalam kesempatan pertama.

5. Surat Keterangan ini akan dicabuttidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak
memenuhi syarat-syarat serta ketentuan seperti tersebut di atas.

6. Melaksanakan Protokol Kesehatan pada saat melakukan
Penelitian/Survey/PKLIKKNMagang/Kegiatan.

Demikian untuk menjadikan Maklum.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN SIDOARJO

Bl Ditandatangani secara elektronik cleh

Fredik Suharto, 5.50s., M.M.

i
EREDIK SUHARTO. 8.50s.MM

Tembusan : "
A . Pembina Utama Muda
1. Sdr. Kepala Bappeda Kab. Sidoarjo; NIP.197002021991011002

2. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan limu
Palitik Universitas 17 Agustus 1945
Surabaya;

3. Sdr. Yang Bersangkutan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elekfronk menggunakan sedifkat alekfronk
yang diterbitkan oleh Balai Besar Serfifikasi Elektronk (BSrE), Aadan Siher dan Sand Negarma.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

98



Lampiran 3 Peraturan Daerah

BUPATI SIDOARIO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2020

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARIJO NOMOR 13 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN EAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDOARIO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan
pengujian  kendaraan bermotor, diperlukan pedoman yang
mengatur penyvelenggaraan pengujian kendaraan bermotor;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan scbagaimana dimalsud
dalam huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9,
Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 31, Pasal 32, dan
Pasal 34, Peraturan Dacrah Kabupaten Sidoarjo Nomor 13
Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengujian
Kendaraan Bermotor, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Dacrah Kabupaten
Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan dan
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah/ Kotamadya dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita MNegara Hepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
Jjuncto Undang-Undang MNomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat Il Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daecrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabhun 2004 Nomor 126,
Tamhbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan

tan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5025);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publilz (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor S038);



Lampiran 4 Ambang Batas Kendaraan Bermotor

AMBANG BATAS LAIK JALAN
KENDARAAN BERMOTOR

KOMPONEN YANG
DIUJI

EMISI GAS BUANG
* MOTOR BAKAR CETUS
API (M. BENSIN)

EMISI GAS BUANG
+ MOTOR BAKAR
PENYALAAN KOMPRES|
(M. DIESEL)

SPEEDOMETER

EFISIENSI REM

+ EFISIENSI REM UTAMA
(GAYA REM UTAMA)

* PENYIMPANGAN REM
ANTARA RODA KIRI DAN
KANAN

+ PERLAMBATAN

KINCUP RODA DEPAN

TINGKAT SUARA KLAKSON

KEMAMPUAN PANCAR

LAMPU UTAMA
KEMAMPUAN PANCAR
UTAMA LAMPU JAUH

+ SUDUT DEVIASI KE
KANAN

» SUDUT DEVIASI KE KIRI

« TINGGI LAMPU

PENGGUNAAN KACA PADA
KENDARAAN
BERMOTOR/KACA FILM (FIL
COATING)

AMBANG BATAS

+ (KTGR M.<2007) MAKSIMAL CO:4% HC:1000 PPM
(KTGR M. 0 -2007) MAKSIMAL CO: 4% HC: 1100 PPM

+ (KTGR M 2007-2018) MAKSIMAL CO: 1% HC:150 PPM

+ (KTGR M 02007-2018) MAKSIMAL CO: 1% HC: 200 PPM
(KTGR M >2018) MAKSIMAL CO: 0,5% HC: 100 PPM
(KTGR N 0 >2018) MAKSIMAL CO: 0,5% HC: 150 PPM

« JBB < 3,5 TON (KTGR M,N 0 <2010) MAKSIMAL: 65% HSU

+ JBB < 3,5 TON (KTGR M,N 0 2010-2021) MAKSIMAL: 40% HSU

» JBB < 3,5 TON (KTGR M,N 0 >2021) MAKSIMAL: 30% HSU
GVW > 3,5 TON (KTGR M,N 0 <2010) MAKSIMAL: 65% HSU
GVW > 3,5 TON (KTGR M,N 0 2010-2021) MAKSIMAL : 40% HSU
GVW > 3,5 TON (KTGR M,N 0 >2021) MAKSIMAL: 35% HSU

* 10% (MINIMAL 36 KM/JAM)
+ 15% (MAKSIMAL 146KM/JAM)
DIUKUR DENGAN KECEPATAN 40 KM/JAM ATAU KELIPATANNYA

* MINIMAL : 50% X G AXLE (DIUKUR DENGAN BK

+ MAKSIMAL : 8% (STANDAR JIS)
* MAKSIMAL : 30% (STANDAR MEE)

« MINIMAL : 5M/DT?

MAKSIMAL : + SMM/METER
DIUKUR PADA KECEPATAN 5 KM/JAM

MINIMAL : 83 dB A
MAKSIMAL : 118 dB A
DIUKUR DENGAN JARAK 2 METER DI DEPAN KENDARAAN

* MINIMAL : 12000 CD

+ MINIMAL : 0° 34" (10CM/10METER/1%)
+ MINIMAL 09' (20CM/10METER/2%)

* MAKSIMAL : 1500 MM

+ PRESENTASE PENEMBUSAN CAHAYA PADA KACA TIDAK KURANG DARI

70%.

+ KACA DEPAN DAN BELAKANG PRESENTASE PENEMBUSAN CAHAYA
TIDAK KURANG DARI 40%. SEPANJANG SIS| ATAS BAGIAN KACA YANG

LEBARNYA TIDAK LEBIH DARI 1/3 TINGGI KACA

ANG TO PKTJ 202

PERMEN. LHK'NO 8
TAHUN 2023

PERMEN. LH NO 8
TAHUN 2023

PP NO 55 TAHUN 2012
PASAL 72

PP NO 55 TAHUN 2012
PASAL 67

PP NO 55 TAHUN 2012
PASAL 68

PP NO 55 TAHUN 2012
PASAL 69

PP NO 55 TAHUN 2012
PASAL 70

KM PHB 438/U/1976
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Lampiran 6 Persetujuan Skripsi

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Agung Firdaus Wicaksono

NBI

Judul :

Dosen Pembimbing 1

Dr,

NPP: 20110920239

bang Kusbandrijo, M.S

1 1112200041
Partisipasi Masyarakat Pada Program  Pengujian Emisi Kendaraan
Bermotor  Perda  No.70Tabun 2020 : Studi Kasus Di  Kabupaten
Sidoarjo Jawa Timur
Surabaya,
Disetujui Oleh,

Dosen Pembimbing 2
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Lampiran 7 Hasil Turnitin

UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 (UNTAG) SURABAYA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
LABORATORIUM OTONOMI DAERAH

Giedung F Lantai 2 Universitas 17 Agustus 1945 Surabava
JI. Semolowan Mo. 45 Surabaya, Telp. (031) 5931800

SURAT KETERANGAN
Nomor:901/K/LOD/VI2026

Yang bertanda tangan di bawah im penanggung jawab Up Turnitin dari Fakultas Imu Sosial dan
IImu Politik Umiversitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya

Nama : Moh. Dey Prayogo, S.1.Kom., M.1.Kom
NFP : 20150220869
Dengan in1 menerangkan bahwa:
Nama : Agung Firdaus Wicaksono
NBI 111220041

Berdasarkan hasil uji turnitin untuk skripsi mahasiswa tersebut telah di bawah 20%.
Surat Keterangan imi diberikan atas permintaan yang bersangkutan untuk "Pendaftaran Ujian
Skripsi™

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 14 Jum 2026
Mengetahu
Kepala'Eib! Otoda, PIC Uji Plagiasi
. 5 — -_?—- - 3

Dida Rahmadanik, S.AP, M.AP Moh. Dey Prayogo, S.1.kom., M.LKom
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Lampiran 8 Publikasi Artikel Ilmiah
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AUTHOR Agurg Ferdaus Wiosksone [ Program Studi Adminitrasi Publk, Universitas

17 Agustus 1845 Surabaya), Ir. Bambang Kusbandrijo, M2 Program
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Dwijayanti, 5.8, MLIP [ ProgramStodi Adminit rasi Publik, Universitas 17
Agustus 18495 Surabaya)
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JURNAL Triwikrama: Jurnal llmu Sosial

VOLUME Vol 12 MNe. 2 [2026)
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Lampiran 10 Artikel

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin IImu Sosial
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PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PROGRAM PENGUJIAN EMIS| KENDARAAN BERMOTOR PERDA
NO. 70 TAHUN 2020: STUDI KASUS DI KABUPATEN SIDOARJO JAWA

Agung Firdaus Wicaksono!, Dr. Bambang Kusbandrijo, M.S 2, Rizkya Dwijayanti, 5.1P, M.IP

123 Program Studi Adminitrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas 17 Agustus 1945

ABSTRAK
ARTICLE INFO Penelitian ini bertujuan menganalisis partisipasi masyarakat dalam
Article history program pengujian  emisi  kendaraan bermotor berdasarkan
Recalved Junt 2026 Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Momor 70 Tahun 2020.
":“:1’;2:::""2;;“ Pendekatan yang digunakan adalah hkualitatif deskriptif dengan
avallable Jars 2028 metode studi  kasus. Pengumpulan data dilakukan  melalui

wawancara mendalam dengan pemilik kendaraan dan petugas UPT
azunefwl3dEgmail.Com PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Analisis mengacu pada
bambang_kushandrijo@unta  kerangka konseptual partisipasi masyarakat Mdraha (1930) yang
Eﬂlﬂi ) mencakup lima aspek: penerimaan informasi, perencanaan,
nzkyaffuntap-sby.ac.id pelaksanaan, penerimaan hasil, serta penilaian dan evaluasi. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat belum
optimal: pemahaman terhadap substansi regulasi masih terbatas,
st s opon ol e h S v tidak ada pelibatan masyarakat dalam tahap perencanaan, dan
Serpr nmi jumlah kendaraan yang mengikuti uji berkala mengalami tren
penurunan dari 45.767 unit (2021) menjadi 36.328 unit (2024).
Faktor pendukung meliputi kewajiban regulasi, pembebasan
retribusi, kualitas pelayanan, dan sosialisasi saat pengujian. Faktor
penghambat mencakup antrian panjang, benturan jadwal kerja, hambatan teknis alat, minimnya
spsialisasi di luar konteks pengujian, serta belum beroperasinya unit uji keliling secara penuh.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Uji Emisi Kendaraan Bermotor, Perda Mo. 70 Tahun 2020
Sidoarjo

ABSTRACT
This study aims to analyze public participation in the vehicle emission testing program under
Regional Regulation No. 70 of 2020 in Sidoarjo Regency. A qualitative descriptive approach with
case study method was employed. Data were collected through in-depth interviews with vehicle
owners and of ficers of the UPT PKE Transportation Agency. Analysis was based on Ndraha's (1990}
public participation framework, covering five dimensions: information reception, planning,
implementation, benefit reception, and evaluation. Findings indicate that public participation
remains suboptimal: understanding of the resulatory substance is limited, there is no community
imwolvement in the planning stage, and the number of vehicles undergoing periodic testing has
declined from 43,767 units (2021) to 36,328 units (2024). Supporting factors include resulatory
obligation, retribution exemption, service quality, and on-site socialization. Inhibiting factors
include long queues, scheduling conflicts, technical equipment failures, and the non-operational
mobile inspection units.
Keywords: public participation, vehicle emission testing, local public policy, Sidoarjo
Regency, Regional Regulation No. 70/2020

*Carresponding author
E-mail addresses: zakkruafu@gmailcans
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Kualitas udara perkotaan menjadi perhatian utama di Indonesia seiring dengan pemingkatan
jumlah kendaraan bermaotor akibat urbanisasi yang pesat. Sektor transportasi menyumbang sekitar
70% polusi udara di kawasan perkotaan, dengan emisi gas buang kendaraan bermotor sebagai
sumber utama polutan berupa karbon meonoksida (CO), hidrokarbon (HC), nitrogen oksida (NOx),
dan partikulat (Paradizsa, 2023). Pertumbuhan kendaraan bermotor sebesar 15% per tahun
berkorelasi langsung dengan kenaikan konsentrasi CO dan HC hingga 60-70% di kota-kota besar

Indenesia (Gorontalo et al., 2022).

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinzi Jawa Timur Tahun 2023

Provinsi Mobil Penumpansg Bus
Jawa Timur 2.076.146 41578

Sumber: BPS dan Kepolisian Megara Republik Indonesia, 2023

Truk
T82.173

Jumlah Total
14,023,566

Tabel 2. Jumlah Kendaraan Bermotor 10 Kabupaten/Kota Tertinggi di
Jawa Timur, 2021-2023

No Kabupaten/Kota Mobil Bus Truk Total
Penumpang Kendaraan
1 Kota Surabaya 563.787 3.671 173.774 3683873
1 Sidoarjo 200.184 1.663 51.520 1.623.477
3 Malang {Kab.) 120.55& 2931 46867 1.340.949
4 Banyuwangi 334.676 505 26.402 1.087.419
5 Kediri (Kab.) 01731 1.597 26.445 978.910
& Jembar 134.575 T40 22.125 951.326
7 Tulungagung 162.394 2.390 28.990 BAZ.189
B Hota Malang L1118 48 21.593 810.951
9 Gresik 75.919 TEL 27.579 B01.96%
10 Madiun (Kab.} 429,818 557 2.029 T74.04%
Sumber: Kepolisian Daerah Jawa Timur, 2023
Tabel 3. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KEWU)
di Kabupaten Sidoarjo, 2021-2024
Tahun Jumlah Kendaraan yang Melakukan Ui
Berkala (KBWU)
il | 45.767 kendaraan
v 41.815 kendaraan
013 39.247 kendaraan
024 36.328 kendaraan

Sumber: UFT PEE Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo, 2024

Triwikrama: jurnal Multidisiplin dmu Sosial E-155%: 10881986
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Data pada Tabel 3 menunjukkan penurunan konsisten sebesar 20,6% selama empat tahun
terakhir. Kondisi ini mengindikasikan melemahnya kepatuhan pemilik kendaraan terhadap
kewajiban uji berkala, atau dipengaruhi faktor struktural lainnya. Penelitian ini bertujuan
mengkaji bagaimana partisipasi pemilik kendaraan dalam program pengujian emisi berdasarkan
Perda Mo, 70 Tahun 2020, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat partisipasi
tersebut.

TINJAUAN PUSTAKA
Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan ilmu yang mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan
dalam mengelola berbagai urusan publik guna mencapai tujuan negara dan memenuhi kebutuhan
masyarakat., Seiring perkembangan paradigma pemerintahan, administrasi publik tidak hanya
berfokus pada aktivitas birokrasi, tetapi juga mencakup proses perumusan  kebijakan,
penyelenggaraan pelayanan publik, serta hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Menurut
Henry (2017), administrasi publik merupakan kombinasi antara teori dan praktik yang bertujuan
memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan masyarakat melalui pengelolaan kebijakan dan
pelayanan publik yang efektif. Sementara itu, Rosenbloom, Krawchuk, dan Clerkin (2022)
menjelaskan bahwa administrasi publik merupakan perpaduan aspek manajemen, politik, dan
hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa
administrasi publik tidak hanya berorientasi pada efisiensi organisasi, tetapi juga
mempertimbangkan aspek demokrasi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pfiffner dan Presthus (1960) menambahkan bahwa administrasi publik merupakan proses
koordinasi berbagai individu dan kelompok dalam melaksanakan kebijakan publik. Dengan
demikian, keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai
pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh keterlibatan masyarakat szebagai sasaran kebijakan.
Dalam penelitian ini, administrasi publik digunakan sebagai landasan untuk memahami
pelaksanaan kebijakan pengujian emisi kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Perhubungan dan UPT Pengujian Kendaraan Bermotor.

Good Governance

Kebijakan publik merupakan instrumen pemerintah dalam menyelesaikan berbagai
permasalahan yang dihadapi masyarakat. Kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman tindakan
permerintah dalam mencapai tujuan tertentu yang berkaitan dengan kepentingan publik. Anderson
(2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang memiliki tujuan
tertentu yang dilakukan oleh aktor pemerintah untuk mengatasi masalah publik. Sementara itu,
Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun yang dipilih pemerintah untuk
dilakukan maupun tidak dilakukan. Definisi tersebut menegaskan bahwa setiap keputusan
permerintah memiliki konsekuensi terhadap masyarakat dan dapat dikategorikan sebagai kebijakan
publik. Menurut Easton (1965), kebijakan publik merupakan alokasi nilai-nilai kepada masyarakat
yang dilakukan secara ctoritatif oleh pemerintah. Sedangkan Friedrich (1963) menjelaskan bahwa
kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang diusulkan oleh individu, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam
konteks penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Momor 70 Tahun 2020 tentang
Pengujian Kendaraan Bermotor merupakan bentuk kebijakan publik yang bertujuan meningkatkan
kelayakan kendaraan sekalizus mengendalikan pencemaran udara akibat emisi gas buang
kendaraan bermotor. Kebijakan tersebut menjadi instrumen pemerintah dasrah dalam
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mewujudkan kualitas lingkungan yang lebih baik melalui pelaksanaan pengujian kendaraan secara
berkala.
Partisipasi Masyarakat

Dalam perspekiif implementasi kebijakan, partisipasi publik memiliki peran strategis dalam
menentukan keberhasilan suatu program pemerintah. Keterlibatan masyarakat dapat
memperlancar proses pelaksanaan kebijakan serta membantu pemerintah dalam mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, partisipasi publik tidak hanya berfungsi sebagai bentuk
legitimasi, tetapi juga sebagai faktor operasional dalam mendukung kinerja administrasi publik.
Menurut Morman Uphoff, partisipasi masyarakat dapat dilihat sebagai keterlibatan dalam berbagai
tahapan kegiatan pembangunan atau program, yang mencakup pengambilan keputusan,
pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi (Uphoff, 1986). Pendekatan ini menekankan bahwa
partisipasi masyarakat memiliki dimensi praktis yang dapat diamati dalam siklus kebijakan atau
program pemerintah. 5ejalan dengan itu, 5amuel Paul menyatakan bahwa partisipasi masyarakat
merupakan proses di mana masyarakat turut serta dalam memengaruhi dan mendukung
pelaksanaan program pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung. Partisipasi imi
dapat berupa kontribusi tenaga, pemiliran, maupun kepatuhan terhadap kebijakan yang
diterapkan (Paul, 1%87). Lebih lanjut, Sherry Arnstein melalui konsep Ladder of Citizen
Participation mengklasifikasikan tingkat partisipasi masyarakat ke dalam beberapa jenjang, mulai
dari non-participation (manipulasi), tokenism (partisipasi seru), hingga citizen power (partisipasi
penuh). Dalam konteks administrasi publik, klasifikasi ini digunakan untuk menilai sejauh mana
masyarakat benar-benar terlibat dalam pelaksanaan kebijakan, bukan sekadar dilibatkan secara
formalitas [Armstein, 1969).

Secara operasional, partisipasi masyarakat dalam suatu program dianalisis melalui lima
tahapan menurut Ndraha (1990), yaitu partisipasi dalam penerimaan informasi, partisipasi dalam
perencanaan, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam menerima hasil, serta partisipasi
dalam penilaian dan evaluasi. Kelima tahapan imi mencerminkan siklus keterlibatan masyarakat
secara menyeluruh, mulai dari penerimaan informasi awal hingga pemberian umpan balik
terhadap program yang telah dijalankan. (Mdraha, 1990)

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif analitis.
Pendekatan kualitatif digunakan karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam
terhadap fenomena partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program uji emisi berdasarkan
pengalaman dan perspektif para informan."Lokasi penelitian adalah UPT Pengujian Kendaraan
Bermotor (PKE) Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Data primer dikumpulkan melalu
wawancara mendalam yang dilakukan pada periode April-Junmi 2026 dengan narasumber yvang
dipilih secara purposif, meliputi pengemudi kendaraan umum dan kendaraan barang, serta
petugas teknis dan koordinator pelayanan UPT PKE. Selain wawancara, peneliti juza melakukan
observasi langsung di lokasi pelayanan dan menelaah dokumen-dokumen terkait pelaksanaan
program. Analisis data mengikuti model interaktif Miles dan Huberman (1994), yang mencakup
tiza tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk memastikan
keabsahan data, peneliti menerapkan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan
keterangan danr berbagai narasumber yang memiliki posisi dan perspektif berbeda.

Jenis dan Sumber Data
Dalam penelitian kualitatif ini, sumber data utama yang digunakan adalah perkataan dan
tindakan informan yang diperoleh secara langsung di lapangan. Data tersebut kemudian didukung
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oleh berbagai data tambahan berupa dokumen dan sumber lain yang relevan dengan penelitian.
Secara umum, sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Menurut Sugiyono (2023), data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari
sumber pertama atau sumber utama yang berkaitan dengan objek penelitian. Data primer dalam
penelitian ini digunakan untuk menjawab fokus dan permasalahan penelitian. Data tersebut
diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat dalam pelaksanaan program uji emisi
kendaraan bermotor serta melalui observasi langsung yang dilakukan peneliti di lokasi penelitian.

Sementara itu, data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau
berasal dari sumber pendukung. Data sekunder diperoleh melalui berbagai dokumen, peraturan
perundang-undangan, laporan instansi, buku, jurnal ilmiah, arsip, serta sumber lain yang
berkaitan dengan penelitian. Keberadaan data sekunder berfungsi untuk melengkapi,
memperkuat, dan mendukung data primer sehingga proses analisis dapat dilakukan secara lebih
komprehensif.
Pengumpulan Data

Secara umum, pengupulan data kualitatif menggunakan beberapa tenik seperti, wawancara
bertahap dan mendalam (depth interview),observasi partisipasi (participant ohservation, dan
diskusi terfokus (focus group disscusion). Adapun beberapa instrumen yang dapat dilakukan dalam
pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi merupakan Secara
umum, pengupulan data kualitatif menggunakan beberapa tenik seperti, wawancara bertahap dan
mendalam (depth interview),observasi partisipasi (participant observation, dan diskusi terfokus
(focus group disscusion). Kemudian peneliti melakukan wawancara yang melibatkan interaksi
langsung antara peneliti dan subjek penelitian melalui proses tanya jawab secara tatap muka.
Kemudian peneliti menggunakan dokumentasi agar data lebih relevan dengan focus penelitian.
Data yang diperoleh melalui observasi atau wawancara akan memiliki kredibilitas vang lebih tinggi
jika didukung oleh dokumen yang relevan dengan fokus penelitian.
Analisi Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikemukakan oleh

Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan
kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti memilih dan menyederhanakan data yvang relevan
dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar mudah
dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh temuan
penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL
Pemahaman Pemilik Kendaraan angkutan umum terhadap Program dan Peraturan Uji Emis

Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman pemilik kendaraan anghkutan umum
terhadap program dan peraturan uji emisi menunjukkan kondisi yvang berbeda-beda. Sebagian
pengemudi telah memahami pentingnya uji emisi sebagai upaya mengurangi pencemaran udara
dan menjaga kelayakan kendaraan. Mamun, masih terdapat pengemudi yang hanya mengetahui
keberadaan program tersebut tanpa memahami aturan, prosedur, maupun mekanisme
pelaksanaannya secara rinci.

Pemahaman yang lebih baik umumnya dimiliki oleh pengemudi yang telah mengikuti pengujian
kendaraan atau pernah memperoleh informasi terkait uji emisi. Sebaliknya, pengemudi yang
belum pernah mengikuti pengujian dan belum mendapatkan penjelasan secara langsung
cenderung memiliki pemahaman yang terbatas. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran informasi
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persyaratan administrasi, tetapi juga untuk menjaga performa kendaraan. Putra Permadi selaku
sopir truk box menyampaikan:

“Saya mengikuti uji emisi karena merupakan kewajiban dan jusa penting basgi kualitas udara
serta kesehatan kita semua. ™ (Wawancara, 7 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat didorong oleh kesadaran
terhadap manfaat uji emisi bagi lingkungzan dan kesehatan. Selain itu, Ahmad Fawaid selaku sopir
truk juga menyampaikan:

“Menurut saya, kalou kendaraan rutin diuji emisi, kondisi mesin juea jadi lebih terkontrol
dan kendaraan lebih enak dipakai narik sehari-hari. " (Wawancara, 24 April 20246)

Pernyataan tersebut menunjuklkan bahwa pemilik kendaraan merasakan manfaat langsung
dari pelaksanaan uji emisi, terutama dalam menjaga kondisi dan performa kendaraan yang
digunakan untuk aktivitas sehari-hari.

Dari sisi pelaksana program, Wahyu Prasetyo selaku petugas teknis pengujian menjelaskan:
“Setigp kendoroan yang masuk ke gedung uji wajib menjalani pengujian emisi, baik
kendaraan bermesin bensin maupun solar.” (Wawancara, 22 April 2026)

Hal serupa disampaikan oleh Ilham Tohir:

“Uji emisi itu sudah menjaodi kewajiban dolam proses pengujian kendaraan bermotor.™
(Wawancara, 22 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa uji emisi telah menjadi bagian yang terintegrasi
dalam pengujian kendaraan bermotor berkala. Setiap kendaraan wajib memenuhi standar emisi
yang ditetapkan sebagai bentuk pengendalian pencemaran udara dari sektor transportasi.

Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pemilik kendaraan menunjukkan kesediaan
untuk mengikuti pengujian emisi sesuai prosedur yang berlaku. Keikutsertaan tersebut
mencerminkan adanya keterlibatan masyarakat dalam mendukung program yang bertujuan
menjaga kualitas lingkungan dan memastikan kendaraan memenuhi standar teknis. Dari sisi
mekanisme pelaksanaan, Amir selaku petugas pendaftaran menjelaskan:

“Untuk mekanisme pendaftaran uji kendaraan saat ini masih dilakukan secara manual ata
luring, jodi masyarakat harus datang langsune ke lokasi untuk melakukan pendaftaran.
Persyaratan yvang harus dibawa yaite KTP, STNK, dan buku uji kendaraan.” (Wawancara,
22 April 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dimulai sejak tahap
pendaftaran dengan prosedur yang relatif jelas dan mudah dipenuhi. Selain itu, Efit selaku sopir
kendaraan ELF menyampaikan:

“Kendaraan wmum yvang digunakan setiap hari menghasilkan emisi yang semakin kotor
seiring pemakaian. Oleh karena itu kendaraan wajib diperbaiki dan menjalani wii emisi
secara berkala setiap enam bulan sekali.” (Wawancara, 7 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjulkkan adanya kesadaran pemilik kendaraan terhadap pentingnya
pengujian berkala sebagai upaya menjaga kondisi kendaraan dan memenuhi standar emisi yang
berlaku.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi pemilik kendaraan
angkutan barang dalam pelaksanaan program uji emisi tergolong cukup baik. Hal ini terlihat dani
keikutsertaan mereka dalam pengujian emisi secara berkala, pemahaman terhadap manfaat uji
emisi bagi lingkungan dan kendaraan, serta kepatuhan terhadap prosedur dan ketentuan yang
berlaku di UPT PKE Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo.

Proses perumusan program pengujian emisi sepenuhnya diselenggarakan oleh Dinas
Perhubungan tanpa melibatkan unsur masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui program setelah
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mengenai program uji emisi belum menjangkau seluruh pengemudi secara merata. Purwanto
selaku pengemudi Bus Trans Jatim menyatakan:

“Pelaksanaan uji emisi sangat efektif dalam menguransi polusi udara, Hal ini bisa dilikat
dari semakin minimnya kendaraan di jalan vang mengeluarkan asgp knalpot berlebihan.
Sosialisasi mengenai pentingnya wji emisi juea cukup membanty meningkatkan kesadaran
masyarakat...” (Wawancara, 7 Mei 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa narasumber memahami tujuan dan manfaat
pelaksanaan uji emisi, tidak hanya sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai upaya pengendalian
pencemaran udara. Berbeda dengan itu, Abi selaku pengemudi Bus Bagong menyampaikan:

“Sava tahu ada uji emisi, katanya buat cek asap kendaraan biar tidak banyvak polusi.
Tapi cuma tahu sekilas saja, aturannya gimang, tempatnya df mana, sayva belum tau
betul. Belum pernah ikut jusa, belum tahu biavanya berapa.” (Wawancara, 3 Juni
2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman narasumber masih terbatas pada
informasi dasar dan belum mencakup aspek pelaksanaan program secara rinci. Temuan serupa
disampaikan oleh Ibnu selaku pengemudi Bus Restu Panda:

“Sebenarnya cuma sekadar dengar taou aja peraturan uji emisi, tapi belum paham jelas
aturan dan tata caranya karena belum pernah dapat penjelasan.” (Wawancara, 5 Juni
2026).

Selain itu, Ibnu juga menyampaikan:

“Sagran sava, sebaiknya sering diadakan sosiglisasi bior saya mengerti supaya kami
paham.” (Wawancara, 5 Juli 2026).

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kebutuhan informasi mengenai
program uji emisi. Kurangnya sosialisasi menyebabkan sebagian pengemudi belum memahami
tujuan, prosedur, maupun ketentuan yang mengatur pelaksanaan program. Kondisi ini dapat
memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat karena pemahaman yang baik akan mendorong
masyarakat untuk lebih aktif mengikuti program yang dilaksanakan pemerintah.

Dengan demikian, pemahaman pemilik kendaraan angkutan umum terhadap program dan
peraturan uji emisi masih belum merata. Sebagian pengemudi telah memahami manfaat dan
tujuan program, sedangkan sebagian lainnya masih memiliki pemahaman yang terbatas terkait
aturan dan mekanisme pelaksanaannya. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif
dan berkelanjutan agar informasi mengenai program uji emisi dapat diterima secara merata oleh
seluruh pengemudi anghkutan umum

Partisipasi Aktif Angkutan Barang dalam Pelaksanaan Uji Emisi

Berdasarkan hasil wawancara, partisipasi pemilik kendaraan angkutan barang dalam
pelaksanaan program uji emisi menunjulkan keterlibatan yang cukup baik. Keikutsertaan tersebut
terlihat dar kesediaan pemilik kendaraan mengikuti pengujian emisi sebagai bagian dari
pengujian kendaraan bermotor berkala di UPT PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Uji
emisi tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai upaya menjaga kondisi
kendaraan dan mengurangi pencemaran udara.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pemilik kendaraan memiliki kesadaran
untuk mengikuti uji emisi secara berkala. Kesadaran tersebut muncul karena mereka memahami
bahwa emisi kendaraan dapat memengaruhi kualitas udara dan lingkungan. Selain itu, pengujian
emisi juga bermanfaat untuk mengetahui kondisi kendaraan sehingga kerusakan dapat segera
diperbaiki. Dengan demikian, partisipasi masyarakat tidak hanya bertujuan memenuhi
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peraturan ditetapkan dan diumumkan secara resmi. Secrang narasumber menyatakan: "Kami tidak
pernah dilibatkan dalam penyusunan program ini. Aturannya sudah ada, kami tinggal ikuti saja.
Kalau ada usulan pun tidak ada wadahnya.” (7 Mei 2026). Temuan ini mencerminkan pola
perencanaan top-down yang mendukung penelitian Ridwan et al. (2020) di Kabupaten Bandung,
di mana ketidakterlibatan masyarakat sejak awal menyebabkan rendahnya komitmen untuk
mendukung pelaksanaan kebijakan.

Ketidakterlaksanaan Kewajiban Uji Emisi

Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kewajiban uji emisi kendaraan bermotor di
Kabupaten Sidoarjo telah berjalan melalui sistem pengujian kendaraan bermotor berkala yang
dilaksanakan oleh UPFT PKE Dinas Perhubungan Kabupaten Sidoarjo. Mamun, pelaksanaannya masih
menghadapi beberapa kendala yang menyebabkan program belum berjalan secara optimal.
Kendala tersebut berasal dar faktor masyarakat maupun faktor teknis dalam proses pengujian.
Salah satu hambatan yang ditemukan adalah keterbatasan waktu pemilik kendaraan untuk
mengikuti pengujian emisi. Putera Permadi selaku sopir pick up box menyampaikan:

“Sementara faktor penghambatnva adalah waktu, karena pelaksanoan wji emisi sering
bertabrakan denean jam kerja.” (Wawancara, 7 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas pekerjaan menjadi salah satu faktor yang
menghambat pelaksanaan uji emisi. Kendaraan yang digunakan untuk kegiatan usaha cenderung
diprioritaskan untuk beroperasi sehingga pemilik kendaraan harus menyesuaikan waktu khusus
untuk mengikuti pengujian. 5elain itu, antrean kendaraan yang cukup banyak juga menjadi
leendala dalam pelaksanaan uji emisi. Gunawan selaku sopir truk menyampaikan:

“Haombatannya bigsanya karena antrean yang cukup banyak sehingga memakan waktu,
karena yang diuji bukan hanya satu dua orang tetapi ratusan kendaraan setiap harinya. ™
{Wawancara, 7 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tingginya jumlah kendaraan yang mengikuti
pengujian dapat menyebabkan waktu tunggu pelayanan menjadi lebih lama. Temuan serupa
dizampaikan oleh Jarot Andi Purwanto selaku sopir pick up:

“Sedangkan foktor penchambatnya adaloh masih kurangnya kesadaoran sebagian
masyarakat tentang pentingnya uji emisi, antrean kendaraan pada waktu tertentu, serta
keterbatasan waktu masyarakat untuk datang ke lokasi pelayanan pada jam kerja.”
{Wawancara, 7 Mei 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa selain kendala teknis, masih terdapat sebagian
masyarakat yang belum memiliki kesadaran penuh terhadap pentingnya pelaksanaan uji emisi
sehingga partisipasi belum maksimal. Dan sisi pelaksana program, Wahyu Prasetyo selaku petugas
teknis pengujian menjelaskan:

“Hambatan teknis vang kerap dihadapi dalam proses peneujian biasanya berupa alat vane
error atau mengalami eangguan saat pemeriksaan berlangsune.” (Wawancara, 22 April
2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kelancaran pelaksanaan uji emisi juga dipengaruhi
oleh kesiapan sarana dan prazarana pengujian. Gangguan pada alat pemeriksaan dapat
menghambat proses pelayanan kepada masyarakat.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kewajiban uji emisi telah dilaksanakan
sebagal bagian dari pengujian kendaraan bermotor berkala. Mamun, pelaksanaannya masih
menghadapi beberapa kendala, seperti keterbatasan waktu masyarakat, antrean kendaraan yang
cukup banyak, rendahnya kesadaran sebagian pemilik kendaraan, serta gangguan teknis pada
peralatan pengujian. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan agar pelaksanaan program
dapat berjalan lebih optimal dan efektif.
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Pemahaman Pemilik Kendaraan terhadap Peraturan Daerah Nomar 70 Tahun 2020

Berdasarkan hasil penelitian, pemahaman pemilik kendaraan terhadap Peraturan Daerah
Momor 70 Tahun 2020 masih menunjukkan kondisi yang beragam. 5ebagian besar pemilik
kendaraan telah mengetahui adanya kewajiban uji emisi kendaraan bermotor, namun belum
seluruhnya memahami dasar hukum yang mengatur pelaksanaan program tersebut. Pemahaman
masyarakat lebih banyak berfokus pada pelaksanaan uji emisi dibandingkan dengan ketentuan
yang terdapat dalam peraturan daerah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memahami pentingnya uji emisi
sebagal upaya pengendalian pencemaran udara dan pemeliharaan kondisi kendaraan. Mamun,
pemahaman terhadap aturan yang menjadi dasar pelaksanaannya masih terbatas. Hal tersebut
terlihat dan pernyataan Ahmad Fawaid yvang menyampaikan:

“Cuma untuk sekarang saya masih belum terlalu paham soal layanannya, seperti lokasi,

Jjadwal, sama prosesnya gimana. Untuk foktor pendukung atau penghambatnya juga saya

masih belum tahu banyak, karena belum terlolu memahami detail proeram wji emisi

ini. "{wawancara,Z4April2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang belum memaharmi
secara rinci pelaksanaan program uji emisi maupun ketentuan yang mengaturmya.

Sementara itu, Ilham Tohir selaku Koordinator Pelayanan menjelaskan:

“Uji emisi Ttu sudaoh menjedi kewajiban dolam proses peneujian kendaroan bermotor.

Dalam peraturan lingkunean hidup sudoh ditentukan ambang batas emisi kendaraan vang

menjadi acuan dalam pengujian. "(wawancara, 22April2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan uji emisi memiliki dasar hukum yang
jelas dan menjadi bagian dar ketentuan yang wajib dipenuhi oleh kendaraan bermotor. Mamun,
informasi mengenai dasar hukum tersebut belum sepenubnya dipahami oleh seluruh pemilik
kendaraan. Selain itu, sebagian besar narasumber lebih memahami manfaat uji emisi bagi
lingkungan dan kesehatan dibandingkan substanzi peraturan yang mengatur pelaksanaannya.
Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat cenderung memahami tujuan program, tetapi belum
memahami secara rinci isi regulasi yang menjadi landasannya.

Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik kendaraan pada umumnya
telah mengetahui adanya kewajiban uji emisi kendaraan bermotor. Akan tetapi, pemahaman
terhadap Peraturan Daerah Momor 70 Tahun 2020 sebagai dasar hukum pelaksanaan program
masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi yvang lebih intensif agar masyarakat
tidak hanya memahami pelaksanaan program, tetapi juga memahami ketentuan yang menjadi
landasan hukumnya.

Penerimaan Program Uji Emisi oleh Pemilik Kendaraan
Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan pemilik kendaraan terhadap program uji emisi

kendaraan bermotor menunjukkan respons yvang cenderung positif. Sebagian besar narasumber
menilai bahwa program uji emisi memberikan manfaat bagi lingkungan, kondizi kendaraan,
maupun masyarakat secara umum. Penerimaan tersebut terlihat dar dukungan masyarakat
terhadap pelaksanaan program serta kesediaan mereka mengikuti pengujian emisi sebagai bagian
dari pengujian kendaraan bermotor berkala.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa manfaat yang paling dirasakan berkaitan dengan

pengendalian pencemaran udara. Putera Permadi selaku sopir menyampaikan:

*Carresponding author
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“Menurut sayva program uji emisi sangat efektif karena dapat mengurangi polusi udara.

Bulkti nyatanya dapat dilihat di jalan, di mana kendaraan yang mengeluarkan asap knalpot

berlebihan sudah semakin minim." (wawancara,/Mei2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa program uji emisi dinilai mampu memberikan
dampak positif terhadap kualitas lingkungan dengan mendorong pemilik kendaraan menjaga
kondisi kendaraannya agar memenuhi standar emisi. Pandangan serupa disampaikan oleh Shalikin
selaku sopir pick up:

“Menurut saya, uji emisi kendaraan bermotor itu sangat penting bagi lingkungan karena gas

buang kendaraan dapat memengaruhi kualitas udara.” (Wawancara, 24 April 20246)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat menerima program uji emisi karena
dianggap bermanfaat dalam menjaga kualitas udara dan lingkungan. Selain manfaat lingkungan,
beberapa narasumber juga merasakan manfaat terhadap kondisi kendaraan. Ahmad Fawaid
menyampaikan:

“Menurut saya, kalau kendaraan rutin diuji emisi, kondisi mesin juga jadi lebih terkontrol

dan kendaraan lebih enak dipakai narik sehari-hari. " (wawancara, 24April2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa uji emisi membantu pemilik kendaraan mengetahui
kondisi mesin sehingga dapat melakukan perawatan atau perbaikan lebih dini. Penerimaan
masyarakat juga dipengaruhi oleh kualitazs pelayanan yang diberikan petugas. Sholikin
menyampaikan:

“Dari sisi pelayanan, saya merasa petugas sudah bekerja dengan baik, komunikatif, dan

prosesnya juga cukup efisien.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan vang baik dan komunikatif memberikan
pengalaman pozitif bagi masyarakat selama mengikuti proses pengujian.Selain itu, masyarakat
juga menilai kebijakan pembebasan retribusi sebagai faktor yang mendukung penerimaan
program. Purwanto menyampaikan:

“Kebijakan pembebasan retribusi juga cukup membantu karena biza meringankan beban

ekonomi.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kemudahan biaya yang diberikan pemerintah
membantu masyarakat dalam memenuhi kewajiban pengujian kendaraan bermotor. Selain itu,
lokasi UPT PKB Kabupaten Sidoarjo yang mudah dijangkau juga menjadi faktor pendukung dalam
pelaksanaan program. Dengan demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa program uji emisi
telah diterima dengan cukup baik oleh pemilik kendaraan. Penerimaan tersebut didukung oleh
manfaat yang dirasakan masyarakat dalam mengurangi pencemaran udara, menjaga kondisi
kendaraan, memperoleh pelayanan yang baik, serta adanya kemudahan biaya dan akses pelayanan
selama pelaksanaan program uji emisi kendaraan bermator.

PEMBAHASAN
Partisipasi dalam Penerima Informasi

Sebagian besar pemilik kendaraan mengetahui keberadaan program uji emisi, namun
pemahaman terhadap substansi Perda Mo. 70 Tahun 2020 masih terbatas. Informasi umumnya
diperoleh secara informal melalui sesama pengemudi atau saat proses pengujian berlangsung,
bukan melalui sosialisasi terstruktur dari pemerintah. 5alah seorang narasumber menyatakan:
“Saya sudah tahu kalau kendaraan angkutan wajib uji emisi, tapi untuk detail aturannya saya
kurang paham. Biasanya info dapat dari teman sesama sopir atau waktu datang ke =ini buat wuji
KIR." (7 Mei 2026). Kondisi ini sejalan dengan temuan Fatmi dan Mubarak (2025) bahwa
keterbatasan sosializasi merupakan faktor penghambat utama efektivitas program uji emisi.

Tabel 5. Indikator Partisipasi dalam Penerimaan Informasi
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Indikator Temuan Lapangan Analisis

Kontak dengan sumber Informasi dipercleh dar Diperlukan perluasan

informasi petugas saat pengujian sosialisasi YaAng
dan operasi di jalan. menjangkau pemilik
Sostalisasi terbatas pada kendaraan sebelum
konteks pengujian. jadwal pengujian.

Penyerapan informasi Pemilik kendaraan wyang Terdapat kesenjangan
rutin mengikuti pengujian pemahaman antar
mermiliki pemahaman  kelompol; diperlukan
lebih baik dibanding yang saluran informasi  yang
belum aktif. lekih merata.

Tangzapan terhadap Sebagian besar Potensi partisipasi  baik

informasi menunjukkan sikap positif apabila didukung

terhadap program sebagai

sosialisasi yang merata

120

lewajiban yang perlu
dipenuhi.
Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi dalam penerimaan informasi menunjukkan kondisi yang
belum merata. Masyarakat yang sudah terbiasa mengikuti penzujian berkala memiliki pemahaman
yang lebih baik, sementara pemilik kendaraan yang belum aktif berpartizipasi cenderung minim
informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa saluran informasi program masih perlu diperluas agar
tidak hanya menjangkau peserta aktif, tetapi juga masyarakat yang belum mengikuti program.
Peningkatan kualitas dan jangkauan sosialisasi menjadi langkah strategis untuk memperkuat
fondasi partisipasi sejak tahap paling awal.

(Fatmi & Mubarak, 2025).

Partisipasi dalam Perencanaan

Proses perumusan program pengujian emisi sepenuhnya  diselenggarakan oleh Dinas
Perhubungan tanpa melibatkan unsur masyarakat. Masyarakat hanya mengetahui program setelah
peraturan ditetapkan dan diumumkan secara resmi. Seorang narasumber menyatakan: "Kami tidak
pernah dilibatkan dalam pemyusunan program imi. Aturannya sudah ada, kami tinggal ikuti saja.
Kalau ada wsulan pun tidak ada wadahnya.” (7 Mei 2026). Temuan ini mencerminkan pola
perencanaan top-down yang mendukung penelitian Ridwan et al. (2020) di Kabupaten Bandung,
di mana ketidakterlibatan masyarakat sejak awal menyebabkan rendahnya komitmen untuk
mendukung pelakzanaan kebijakan.

Tabel 6. Indikator Partisipasi dalam Perencanaan

Indikator Temuan Lapangan Analisis
Pemahaman terhadap Program ditetapkan Masyarakat memahami
tujuan program sepenuhnya oleh UPT PKB program sebagai
berdasarkan regulasi yang kewajiban, bukan sebagai
berlaku. program yang turut
dirumuskan.
Pola top-down; pelibatan
masyarakat absen sejak
tahap perencanaan.

Tidak ada mekanisme
konsultasi publik dalam
penetapan prosedur

pengujian.

Keterlibatan dalam
mekanisme teknis
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Jpoa Acccax:
Kesesuaian dengan Pembebasan retribusi Program perlu
kebutuhan masyarakat dinilai positif. Namun menyesuaikan mekanisme
antrian panjang dan layanan dengan ritme
benturan jam kerja kerja masyarakat.

menunjukkan program
belum sepenuhnya
responsif.

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi masyarakat dalam perencanaan program uji emisi masih
zangat terbatas. Masyarakat tidak dilibatkan dalam penetapan mekanisme maupun tujuan
program dan berposisi sebagai objek kebijakan. Temuan ini sejalan dengan Ridwan et al. (2020)
yang menyimpulkan bahwa rendahnya pelibatan publik dalam tahap perencanaan berkontribusi
pada implementasi yang kurang efektif. Maula (2024) juga menegaskan bahwa kurangnya
koordinasi sejak awal perumusan kebijakan menghambat efektivitas program secara keseluruhan.
Dengan demikian, membuka ruang partisipasi administratif bagi masyarakat untuk menyampaikan
masukan terhadap mekanisme program menjadi langkah penting agar program lebih responsif
terhadap kebutuhan nyata di lapangan.

Partisipasi Dalam Pelaksanaan

Data UPT PEE menunjukkan tren penurunan jumlah kendaraan yang mengikuti uji berkala
secara konsisten dari 45,767 unit (2021) menjadi 36.328 unit (2024) atau turun 20,5%. Masyarakat
yang terlibat umumnya berasal dari kelompok pemilik kendaraan angkutan umum dan barang yang
diwajibkan aturan. Seorang narasumber menyatakan: “Saya rutin tiap enam bulan sekali datang
ke sini buat uji. Memang kadang antreannya panjang, tapi va sudah kewajiban, harus tetap
dijalankan.” (24 April 2026). Kendala utama yang diidentifikasi meliputi antran panjang, benturan
dengan jam kerja, dan belum beroperasinya unit uji keliling.

Tabel 7. Indikator Partisipasi dalam Pelaksanaan

Indikator Temuan Lapangan Analisis
Sumbangan tenaga dan Sebagian peserta Keikutsertaan aktif culup
waktu mengikuti uji emisi setiap  baik, namun hambatan
6 bulan secara rutin. jadwal perlu diatasi agar

Antrian dan benturan jam  partisipasi lebih merata.
kerja menjadi hambatan.

Kepatuhan administratif Kepatuhan membawa Kemudahan akses
KTP, STHE, dan buku uji ekonomi berpengaruh
tergolong baik. positif terhadap tingkat
Pembebasan retribusi partisipasi (Mdraha,
efektif mengurangi 1950).

hambatan finansial.
Tindakan aktif sebagai Tren penurunan peserta Partisipasi rutin masih

peserta berkala dari 45.767 (2021) perlu diperkuat;
menjadi 36.328 (2024). keterbatasan jangkauan
Unit wji keliling belum layanan berdampak
beroperasi penuh. langsung.

Sumber: Diolah Penulis, 2026
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Berdasarkan tabel di atas, terdapat tiga hal pokok vang perlu diuraikan lebih lanjut.
Pertama, dari sisi sumbangan tenaga dan waktu, sejumlah narasumber seperti Pak Deki, Pak
Gunawan, dan Pak Efit menunjukkan komitmen yang konsisten dengan mengikuti uji emisi setiap
enam bulan sekali. Mamun demikian, antrian yang panjang dan benturan dengan jam kerja masih
menjadi kendala nyata bagi sebagian pemilik kendaraan, khususnya mereka yang bekerja pada
jam-jam produktif. Kondisi ini mengisyaratkan bahwa keikutsertaan aktif belum merata di seluruh
lapisan masyarakat, sehingga diperlukan penyesuaian jadwal layanan yang lebih fleksibel dan
respansif terhadap kebutuhan peserta.

Kepatuhan administratif, tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi persyaratan
dokumen seperti KTP, 5THE, dan buku uji tergolong baik. Kebijakan pembebasan retribusi yang
diterapkan UPT PKE terbukti berperan signifikan dalam mereduksi hambatan finansial yang selama
ini menjadi salah satu alasan ketidakhadiran peserta. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan
akses secara ekonomi berpengaruh positif terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam program
layanan publik. Temuan ini sejalan dengan pandangan Mdraha (1990) bahwa kualitas partisipasi
dalam pelaksanaan sangat dipengaruhi oleh kelengkapan infrastruktur vyang disediakan
penyelenggara.

Secara keseluruhan, partisipasi dalam pelaksanaan program uji emisi di Kabupaten Sidoarjo
menunjukkan capaian yang relatif baik, terutama ditopang oleh kepatuhan administratif yang
tinggi dan komitmen sebagian peserta untuk mengikuti pengujian secara rutin, Kendati demikian,
tren penurunan jumlah peserta dan belum optimalnya operasional unit uji keliling menjadi
tantangan yang tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, penguatan partisipasi dalam pelaksanaan
memerlukan pendekatan yang lebih proaktif dari penyelenggara, baik melalui perluasan
jangkauvan layanan, penambahan jadwal yang fleksibel, maupun peningkatan sosialisasi agar
seluruh pemilik kendaraan wajib uji dapat terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam program
ini.

Partisipasi Dalam Penerimaan Hasil

Sebagian masyarakat yang telah mengikuti pengujian emisi memahami manfaat program bagi
pengendalian pencemaran udara. Seorang narasumber menyatakan: "Menurut saya program uji
emisi sangat efektif karena dapat mengurangi polusi udara. Bukti nyatanya dapat dilihat di jalan,
di mana kendaraan yang mengeluarkan asap knalpot berlebihan sudah semakin minim." (7 Mei
2026). Kesediaan melakukan perbaikan kendaraan pasca uji—seperti yang dilakukan Pak Deld
dalam dua hari setelah tidak lulus uji—mencerminkan partisipasi yang melampaui formalitas
administrative

Tabel 8. Indikator Partisipasi dalam Menerima Hasil

Temuan Lapangan Analisis

Penerimaan manfaat Sebagian besar Manfaat yangz dirasakan
program narasumber menyatakan secara nyata
program membantu memperkuat motivasi
menekan polusi dan untuk terus
berdampak baik bagi berpartisipasi.
kesehatan.
Pemeliharaan hasil Pak Deki melakukan Kesediaan melakukan
(perawatan kendaraan perbaikan dalam 2 hari  perbaikan mencerminkan
pasca uji) setelah tidak lulus uji. partisipasi yang

“Carresponding author
E-madl addressas: zukbrwafu@gmailcom



123

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin [Imu Sosial
v 12 Ho 4, Tahun 2016

berkelanjutan, tidak
sekadar administratif.

Pak Efit merawat
kendaraan secara
berkala.
Eeberapa narasumber
berpendapat uji emisi
sebaiknya menjadi
kewajiban seluruh
pemilik kendaraan roda
empat.

Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, partisipasi dalam menerima hasil program uji emisi menunjukkan
kondisi yang positif dan bermakna. Manfaat yang dirasakan masyarakat tidak berhenti pada
tataran pengakuan semata, melainkan mendorong tindakan nyata berupa perawatan kendaraan
secara berkelanjutan. Hal im tercermin dari kesediaan narasumber seperti Pak Deki yang segera
melakukan perbaikan kendaraan dalam waktu dua hari setelah dinyatakan tidak lulus uji, serta
Pak Efit yang zecara konsisten merawat kendaraannya agar kondisi emisi tetap terkendali.
Perilaku ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat telah melampaui batas formalitas
administratif dan bertransformasi menjadi kesadaran aktif dalam menjaga kualitas udara
lingkungan.

Pengembangzan hasil Tumbuhnya kesadaran
kolektif menjadi modal
sosial penting bagi

keberlanjutan program.

Partisipasi Penilaian Dan Evaluasi

Belum tersedia mekanizsme formal yang memungkinkan masyarakat memberikan masukan
terhadap penyelenggaraan program. Seorang narasumber menyatakan: "Dani sisi pelayanan, saya
merasa petugas sudah bekerja dengan baik, komunikatif, dan prosesnya juga cukup efisien. Cuma
kalau ada yang kurang pas ya paling kita sampaikan langsung ke petugas, tidak ada tempat khusus
untuk kasih masukan.” (24 April 2026). Kondisi ini sesuai dengan termuan Fatmi dan Mubarak (2025)
bahwa ketiadaan mekanisme evaluasi bersama menyebabkan program sulit disesuaikan dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat.

Tabel 9. Indikator Partisipasi dalam Penilaian dan Evaluasi

Indikator

Penilaian kesesuaian

pelaksanaan

Penilaian manfaat
program

Umpan balik untulk
perbaikan

Temuan Lapangan
Masyarakat mampu
mengidentifikasi aspek
yang berjalan baik
maupun yang perlu
diperbaiki, seperti
antrian panjang.
Sebagian besar
narasumber mengakui
relevansi program bagi
lingkungan dan kondisi
kendaraan.
Eeberapa narasumber

memiliki harapan konkret
(sosialisasi lebih sering),
namun tidak ada saluran

formal.
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Analisis
Kapasitas penilaian
masyarakat cukup baik;
kesadaran administratif
tergolong memadai.

Penilaian positif
menunjukkan masyarakat
memahami keterkaitan
antara kepatuhan dan
kualitas udara.
Diperlukan mekanisme
evaluasi formal agar
masukan masyarakat
berkontribusi pada
perbaikan program.
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Sumber: Diolah Penulis, 2026

Berdasarkan tabel di atas, tergambar bahwa kapasitas penilaian masyarakat terhadap
program uji emisi sesungguhnya cukup baik. Masyarakat tidak hanya mampu mengidentifikasi
aspek-aspek yang berjalan dengan baik, seperti kemudahan sistem pendaftaran daring yang
diapresiasi Bapak Sholikin, tetapi juga mampu menunjuk secara spesifik persoalan yang perlu
diperbaiki, seperti panjangnya antrian yang dikeluhkan Fak Gunawan. Kemampuan menilai secara
kritis dan konstruktif ini mencerminkan tingkat kesadaran administratif yang memadai di kalangan
peserta program.

Dari sisi penilaian manfaat, sebagian besar narasumber mengakui relevansi program bagi
kepentingan bersama, baik dari aspek lingkungan maupun kondisi kendaraan. Pengakuan Pak Efit
bahwa kendaraan yang rutin diperiksa emisinya menjadi lebih terkendali menunjukkan bahwa
masyarakat tidak sekadar mengikuti program secara prosedural, melainkan juga memahami
keterkaitan antara kepatuhan mereka dengan kualitas udara di lingkungan sekitarnya. Temuan ini
sejalan dengan Fatmi dan Mubarak (2025) yang menemukan bahwa absennya mekanisme evaluasi
partisipatif menjadi faktor penghambat efektivitas program, serta Aryoputro (2025) yang
menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan dan digitalisasi sistermn pengawasan untuk
meningkatkan kualitas penilaian program.

4. SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Partisipasi masyarakat dalam program pengujian emisi kendaraan bermotor berdasarkan
Perda Kabupaten Sidoarjo Mo. 70 Tahun 2020 belum menunjukkan tingkat keterlibatan yang
optimal. Pada aspek penerimaan informasi, pemahaman masyarakat masih terbatas pada
kewajiban teknis tanpa memahami landasan regulasi. Pada aspek perencanaan, dominasi
pendekatan top-down mengakibatkan masyarakat berposisi sebagai objek kebijakan. Pada aspek
pelaksanaan, tren penurunan jumlah peserta uji berkala mengindikasikan kepatuhan yang lebih
dipengaruhi aspek regulatif daripada kesadaran ekologis. Pada aspek penerimaan hasil, manfaat
yang dirasakan secara nyata mendorong partisipasi berkelanjutan. Pada aspek evaluasi, absennya
mekanisme umpan balik formal menjadi gap yang perlu segera diatasi.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, beberapa rekomendasi diajukan:

a Memperluas sosialisasi program secara sistematis melalui media sosial, fasilitas publik, dan
komunitas pengemudi;

b Mempercepat operasionalisasi unit uji keliling melalui koordinasi intensif dengan kementerian
terkait;

c Mengembangkan mekanisme umpan balik formal melalui platform digital atau forum evaluasi
berkala yang mudah diakses;

d Meninjau jadwal operasional UPT PKE agar lebih fleksibel, termasuk penambahan layanan pada
Sabtu atau sore hari;

e Membentuk forum konsultasi publik yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan program
sejak awal.
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